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Menimbang

GUBERNUR LAMPTJNG

PERATT'RAIT DAERAII PROVINSI LIIMPUI{G
NOUOR 24TAJrtN 2017

TENTAT{G

PET{DIDIKAN BAGI AIIAI( BERJ(EBUTI'HAN KHUSUS

DENGAN RAIIMAT TT'HAN YAITG MAHA ESA

GT'BERITUR LAMPT'NG,

a. bahwa anak berkebutuhan khusus di Provinsi Lampung
adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban,
peran dan kedudukan yang satna berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa adanya kebutuhan nyata masyarakat bagi
terselenggaranya pendidikan bagi anak berkebutuhan
khusus;

c. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
terutama dalam bidang pendidikan, Anak
Berkebutuhan Khusus masih menga-lami berbagai
bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya
belum terpenuhi;

d. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan
bagr anak berkebutuhan khusus diperlukan dasar
hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan
Bagi anak Berkebutuhan Khusus.

l. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selata-n (kmbaran Negara

Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
ilomor 95, famtatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera-h (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679].;

g. Peraturarr Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3974);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
ilomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);



Menetapkan

Dengan PersetuJuan Berrama

DEWAJY PERWAISLAIT RAIffAT DAERAII PROVIilSII,AUPT'NG

Dan

GI'BERIII'R LIIUPT'IIG,

MEMUTUSXAN:

PERATT'RAIT DAERAH TEITTAITG PEITDIDIKAN BAGI
AITAX BERKEBUTUHAIT KHUSUS.
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1 2. Peraturan Pemerintah Nomor I 7 Tahun 20 1O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta
Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;

14. Peraturanmenteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2O13 tentang
Penyelen ggaraan Pendidikan l,ayanan khusus;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun
2O12 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis
Agama dan budaya;

BAB I
XETEIITUAN UMTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adatah Pemerintah Provinsi
l,ampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah
Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung.

5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan
Provinsi [,ampung.

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota di la.mpung.

7. Anak Berkebutuhan Khusus atau disebut dengan ABK
adalah anak yang memiliki kelainan atau memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau
peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau
pengabaian.
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Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Ktrusus adalah pendidikan untuk
peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan
luar biasa yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan khusus dan
sistem pendidikan inklusi.
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal addah
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan diselenggarakan melalui
satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan
pendidikan menengah
Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik
berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan
tuJuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sesuai kemampuannya.
Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan
yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan
secara bersama-sarna dengan peserta didik pada umumnya.
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di
daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi.
Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen
sistem pendidikaa pada satuan atau program pendidikan pada jdur,
jenjang dan jenis pendidikan ag2r proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi anak berkebutuhan
khusus dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Peserta Didik Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah semua
anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk
anak-anak berkelainan (disabilita.sl, anak-anak yang memiliki kecerdasan
dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung,
anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak-anak yang rentan
diskriminasi lainnya.
Pusat Sumber adalah sekolah luar biasa yang diperluas peran dari
fungsinya untuk memberikan bantuan profesional kepada sekolah umum
penyelenggara pendidikan Inklusif dan sekolah luar biasa yang
membutuhkan bantuan untuk menghilangkan hambatan dan memenuhi
kebutuhan peserta didik.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya fiasmani, rohani
dan sosial) secara memadai dan wajar, hambatan, kesulitan dan gangguan
tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlambatan, kecacatan, ketunaan
sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung seperti teqiadinya bencana.

Pasal 2
Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
ini:
a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas indirridual termasuk

kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
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b. nondiskrirninasi;
c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif masyarakat;
.d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan arlak berkebutuhan khusus

seb"gai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
e. kesetaraan kesempatan;
f. aksesibilitas;
g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandErng

disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak
untuk melindungi identitas mereka.

BAB U

TUWAN

Pasal 3

Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus bertujuan :

a. memberikan kesempatan yang luas kepada semua peserta didik termasuk
peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa atau peserta didik yang rentan diskriminasi
dan/atau pengabaian untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai
dengan kebutuhan dal kemampuarlnya agar anak berkebutuhan khusus
dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal;

b. mewujudkan penyelenggaraar pendidikan yang menghargai keanekaragaman,
dan tidak disliriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

BAB III
ST'&'EK DIDIK DAIT SISTEM PENDIDII(4.IT

Baglan Kesatu

SubJek Didtk
Pasal 4

(1) Semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau setiap peserta
didik yang rentan diskriminasi dan pengabaian berhak mengikuti pendidikan
pada satuan pendidikan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.

(2) Semua peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

(3) Peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. berkelainan (disabilitas);
b. memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
c. dari suku terasing;
d korban bencana; dan
e. penyandalg masalah kesejahteraan sosial.

(4) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
a. tunanetra;
b. tunarungu;
c. tunawicara;
d. tunagrahita;
e. tunadaksa;
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f. tunalaras;
g. berkesulitan belajar;
h. lamban belajar;
i. autis;
j. memiliki gangguan motorik;
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlaran g, dan zat adiktif

lain; dan
l. memiliki kelainan lain.

(5) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga berwujud
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

(6) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mereka yang dengan
menggunakan standar pengukuran tertentu dinyatakan memiliki kecerdasan
dan/ atau bakat istimewa.

Baglaa Kedua

Sictem Pendldlkan
Paral 5

Penyelenggaraan pendidikan lagi peserta didik memiliki Kelainan (disabilitas)
dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dilaksanal<an melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem
Pendidikan Inklusif.

Pasal 6
Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau
terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana
alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. dilaksanakan melalui
Sistem Pendidikan layartan khusus.

BAB IV

PEIIDIDIKAII XfiUSUS BAGI PESPTRTA DIDII BERXELAIIIAIT' PEIIDIDINIIIY
XHUSUS BAGI PESERTA DIDIK YAI{GUEUILffiI POTEI|SI TECERDASAII

DAIT/ATAU BAI(AT ISTIUTWA, PEI|DTDITAfi IIINLUSIF, PEITDIDIITAIT
I,AYAITAN NIIUSUS

Bagtan Satu

Pendtdlken Khurur Bagl Pererta Dldlt Berkelalnan
Pasal 7

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan
pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan
pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan,
dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 8

(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit I (satu) satuan
pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan
sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus
pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai
dengan kebutuhan peserta didik.
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(3) Penjarninan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimsna dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit I (satu) satuan
pendidikan umum dan I (satu) satuan pendidikan kejuruan yang
memberikan pendidikan khusus.

(a) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan
sumberdaya pendidikan yang berkaitaa dengan kebutuhan peserta didik
berkelainan.

(5) Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang
berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Pemerintah membantu tersediaaya sumberdaya pendidikan yang berkaitan
dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 9
( 1)Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan

sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik
berkelainan (disabilitas) dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran
khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat
belajar yang khusus. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan
melalui Sekolah Luar Biasa.

(2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan suatu
pilihan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian dua
PendldlLaa Khurus bagl Porerta Dtdtt yeng Memlllkl

Potensl Kecerdasaa dan/atau Bakat Istlmowa
Pasal 1O

(l) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan
peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik
keistimewaannya.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa bertujuan mengalrtualisasikan seluruh potensi
keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan
kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan
kecerdasan lain.

Pasal 11
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan
formal TKIRA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain
yang sederajat.

(2) Program pendidikan khusus Sagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
a. program percepatan; dan/atau
b. program pengayaan.

(3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
persyaratan:
a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang

diukur dengan tes psikologi;
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b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/ atau bakat istimewa
di bidang seni dan/atau olahraga; dan

c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar
Nasional Pendidikan.

(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kelas biasa;
b. kelas khusus; atau
c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 12
Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan
khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa.

Pasal 13
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada
jalur pendidikan nonformal.

Baglan kettga

Slrtea pcndtdtLaa tntlurtf
Paral 14

penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan
pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/ atau bakat istimewa dilakukan dengan cara:
a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu

pilihan;
b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;

dan
c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif.

Paeal 15
Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan
sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik
dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar
belakang sosiat, politik, ekonomi, etnik, agama /ke rcayaan golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur
masyarakat.

Bagian Leempat

Pendidlhen Layaaan Khurus
Paral 16

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
bagi peserta didik di daerah:
a. terpencil atau terbelakang;
b. masyarakat adat yang terpencil;
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c. yang mengalami bencana alam;
d. yang mengalami bencana sosial; dan /atau
e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi
peserta didik agar haknya untuk memp€roleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 17

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal.

(2) pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan
dengan cara menyesuaikan walrtu, tempat, sarana dan prasarana
pembel4aran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya
pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BABV

Peayelenggaraan peadldltaa
Pasal 18

(l)

(2)

(1)

(2)

penyelenggara pendidikan dapat memberlakukan kualilikasi khusus bagi

calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif'

Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau
peserta aiait y"t g bersifat diskriminatif, dikenakan sanksi administratif
L"-p" teguran tertulis dan/atau membuat penyataan permohonan maaf
yarrg diu*rmkan di media massa daerah sebanya'k 3 (tiga) hari berurut-
turut.

Pasal 19
Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang
pendidikan 

- 
memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan

berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban rrr.*be.ik"r, layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai
dengan kondisi dan potensi peserta didik.

Pasal 2O
(1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik

berkebutuhan khusus memberikan layanan pendidikan yang
dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

(2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk
dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Paral 21
(f) Setiap penyelenggara pendidikan menyedialan sarana, prasarana dan tenaga

pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang
Disabilitas.

(2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai
dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya
Peraturan Daerah ini.

(3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola
sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat
dilakukan melalui:

anak
sesuai
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a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah regular;
e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah

reguler;
g. pemberian bantuan beasiswa 51, 52, dan 53 pada bidang pendidikan

khusus b2gi tenaga pendidik sekolah reguler;
h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik

sekolah reguler; dan
i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

(1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban memberikan penjaminan bahwa
semua implementasi pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dibantu
secara operasional dan profesional.

(2) Penyelenggaran Pendidikan inklusif dijalankan secara merata di semua
kabupaten/ kota, Ketetapan tentang jumlah, letak sekolah inklusif dan hal
teknis lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(3) Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dibiayai oleh
Pemerintah Prorrinsi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem
dukungan pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

(4) Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan Bagi
Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan
yang berada di wilayah kabupaten / kota diselenggarakan dengan
mengakomodir kebutuhan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus khususnya bagi
kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tingkat PAUD, SD, dan
SMP.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di wilayah
kabupaten/kota.

(3) Pemerintah Kabupaten / Kota menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan
Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di setiap sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif.

Pa*.L24
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya
pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan
melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Paral 25
SKPD dan SKPD lkbupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem
pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan
khusus dan keluarganya.

Bab VI
XEWA"TIBAIT PETENIICTAII PROVITSI

DAIC XABUPATET/KOTA

Paral22
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BABVU**Tff;:;*
PembelaJaran

Palal 26
Pembelajaran pada pendidikan Bagt Anak Berkebutuhan
mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan
kebutuhan bela-jar peserta didik.

Bagian Kedua

Penllelen
Pas,,l27

(1) Penilaian hasil bel4jar bagr peserta didik pendidikan Bagt Anak
Berkebutuhan Khusus mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.

(2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang
dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas
standar nasiona-l pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

(3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran
berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional
pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

(4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan
standar nasional pendidikan mendapatkan iiazah yang blankonya
dikeluarkan oleh Pemerinta-h.

(5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan
berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di
bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar
yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

(6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan
pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan
pendidikaa khusus.

BAB VIII
KOMPETTNSI DAIY KEWA"'IBAIY GI'RU PADA SISTEU PEITDIDII(AIT IIYKLUSIF

Bagian Kesatu

Kompetensl Gunr
Pasal 28

Khusus
dengan

(1) Pemerintah Kabupaten / Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang
guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk
menyelenggarakan pendidikan Inklusif.

(2) Satuan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah
Kabupaten / Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru
pembimbing khusus.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang
pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan
Khusus baik di satuan pendidikan khusus atau di satuan pendidikan
inklusif.
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(4) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu
penyediaan tenaga pembimbing khusus bag satuarr pendidikan
penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan
kewenangannya.

(5) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu
meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
Inklusif.

(6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
dapat dilakukan melalui :

a. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber
Pendidikan Inklusif yang merupakan Sekolah Luar Biasa yang
dikembangkan peran dan fungsinya sebagai bagran dan sistem dukungan
pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif; dan

b. Kelompok Keq'a Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja
Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS),
dan sejenisnya.

Baglan Kedua

Purat Sumbor Pendldlken InLluslf
Bagt Anak Berkebutuhan Khusus

Palal 29
(1) Dalam melakukan penjaminan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat

be{alan secara efektif dibutuhkan Pusat Sumber Pendidikan inklusif Bagi
Anak Berkebutuhan Khusus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Luar
Biasa yang diperluas peran fungsinya dan /atau sekolah dasar inti pada
gugus sekolah.

(3) Pusat Sumber dukungan Pendidikan Inklusif Provinsi atau Kabupaten / Kota
dapat ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau mengajukan diri.

(4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. bantuan profesional perenczrnaan, pelalsanaan, monitoring, dan evaluasi ;

b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi,
intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik; dan

c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program
pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar
serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Baglan Ketlga
DuLungan Pendidlkaa Aaak Berkebutuhan Khurur

Parat 30
(1) Satuan pendidikan khusus dan penyelenggara pendidikan inklusif Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus berhal< memperoleh bantuan profesional dari
pemerintah kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan
bantuan profesional kepada satuar pendidikan khusus dan satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif Bagi Anak Berkebutuhan
Khusus.
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(3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui Pusat Sumber Pendidikan Inklusif kelompok keda pendidikan
inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, kelompok kerja organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dan dalam
negeri maupun luar negeri.

(4) Satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan pusat sumber,
perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit,
puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
dan masyaralat.

BAB IX
PTI{GHARG,AAI{ DAIT SAITKSI

Baglan Kesatu

Penghargaan

Palal 31

Pemerintah Pro'r-insi memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan
v tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan

penyelenggara pendidikan Inklusif, dan/atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang
secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan
pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Baglan Kedua

Saaksl

Pa$l 32

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang
terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB X
PTMBIITAAIT DAIT PEITGAWASA^IT

Paral 33

(l) Pembinaan dan pengawasan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
dilaksanakan oleh Gubemur melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan atau
Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten / Kota dan
atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melakukan monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi
Penyandang Disabilitas.

(3) Untuk rnelaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan
unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

(4) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat l2l menemukan adanya kelalaian
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai
tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi
administrasi berupa teguran tertulis.
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I

BAB XI
PENUTUP
pasal 3,f

Peraturan Daerah ini mrilai berlaku pada ta nggal diundangkan.

lsar 9e!qn orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Ldmbaran oaerah provirisi I-ampung.
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pirda tanggal 29 ! es enb er
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAII DAERAH PROVINSI LII.UPUITG

ITOMOR 24TA,IIIX 2OL7

TENTAIYG

PENDIDINAIT BAGI AITAK BERI(EBUTT'HAN KHUSUS

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karalcteristik khusus
yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada
ketiaatmampuan mental, emosi atau frsik. Yang termasuk kedalam Anak
berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gargguarl prilaku, anak berbakat, anak
dengan gangguan kesehatan. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah

"rr.t tu"r biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang

r_ dimilki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan
- khusr" yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya

bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan
Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama
dengan anak lainnya dalam pendidikan, hal ini berdasarkan undang-undang
oasar ts+s Pasal 31 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem Pendidikan Nasional, bahwa negera memberikan jaminan

""p..rr-hry" 
kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan

p".rdidit 
"r, 

yang layak. Sebagaimana Pasal l5 Undang-undang Nomor 20 Tahun
1003 tentang Sisdilcras, bahwa jenis pendidikana bagi Anak berkebutuan
khusus adalah Pendidikan Khusus.

Pendidikan Khusus di atur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1)

undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, memberikan batasan bahwa Pendidikan
khusus me.upakal pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembel4jaran karena kelainan {isik,
emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta

didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa
dapat disilenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus
pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi Pendidikan Khusus hanya
ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Agar lebih teg'aminnya pendidikan anak berkebutuhan khusus di daerah
maka perlu di dukung oleh regulasi berupa Peraturan Daerah.

I. UMIIM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

3
Cukup jelas.

4
Cukup jelas.

5
Cukup jelas.

6
Cukup jelas.

Cukup jelas.

8
Cukup jelas.

9
Cukup jelas.

10
Cukup jelas.

1l
Cukup jelas.

t2
Cukup jelas.

l3
Cukup jelas.

l4
Cukup jelas.

t5
Cukup jelas.

t6
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

18
Cukup jelas.

19
Cukup jelas.

20
Cukup jelas.

2l
Cukup jelas.

22
Cukup jelas.

23
Cukup jelas.

24
Cukup jelas.

25
Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pasd 27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

rz Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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